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ABSTRACT

This paper aims to analyze whether or not the extent of maximum land use for oil palm
plantations is needed or not based on efficiency and equity aspects, considering that the
commodity is a national strategic superiority. The methodology used in this study is
System Dynamics and Analytical Network Process (ANP) for the Implementation of the
Maximum Extent of Land Use for Oil Palm Plantation Businesses. Based on the system
analysis approach, it can be identified that the determination of the maximum extent of
land use in the oil palm plantation business must pay attention to the principles of fairness,
efficiency principles and regulations and policies. The results of ANP calculations that the
alternative policy that is a priority based on expert perceptions is the need to limit the
extent of land use. Meanwhile, experts agree or accordingly that the limitations on the
maximum extent of land use in oil palm plantation businesses in Indonesia are the most
influential policy alternatives compared to not needing to be limited.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa perlu atau tidaknya dilakukannya penetapan batas
luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang berlandaskan
aspek efisiensi dan berkeadilan, mengingat komoditas tersebut merupakan unggulan strategis
nasional. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinamika Sistem dan
Analytical Network Process (ANP) untuk Penetapan Batas Luas Maksimum Penggunaan
Lahan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan pendekatan analisis sistem
dapat diidentifikasi bahwa penentuan batas luas maksimum penggunaan lahan pada usaha
perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan asas berkeadilan, asas efisiensi serta regulasi
dan kebijakan. Hasil perhitungan ANP bahwa alternatif kebijakan yang menjadi prioritas
berdasarkan persepsi pakar adalah perlunya dibatasi luas penggunaan lahan. Sementara
itu, para pakar setuju atau sesuai bahwa adanya pembatasan pada batas luas maksimum
penggunaan lahan pada usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan alternatif
kebijakan yang paling berpengaruh dibandingkan tidak perlu dibatasi.
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PENDAHULUAN

Sektor perkebunan dalam pereko-
nomian nasional pada tahun 2017 memiliki
peran penting dengan kontribusi nilai tam-
bah terbesar pada sektor pertanian (35%
dari PDB sektor pertanian) atau 437,8
triliun rupiah. Nilai tersebut mengungguli
sektor pertambangan minyak, gas dan pa-
nas bumi dengan nilai PDB 390,5 triliun ru-
piah. Dilihat dari penyerapan tenaga kerja,
sektor perkebunan melibatkan petani dan
tenaga kerja sebanyak 22,69 juta jiwa
(Ditjen Perkebunan, 2017) dari 131,5 juta
angkatan kerja atau menyerap 17% tena-
ga kerja dari jumlah angkatan kerja yang
ada di Indonesia. Data tersebut menunjuk-
kan peran perkebunan dalam penyediaan
peluang bekerja/berusaha bagi masyara-
kat Indonesia, pemenuhan kebutuhan kon-
sumsi dan bahan baku industri dalam dan
luar negeri (termasuk energi terbarukan)
(Sita, 2014). Penciptaan nilai tambah yang
begitu besar dalam sektor perkebunan dari
usaha budidaya dan usaha turunan (agro-
industri) di hilirnya semakin memperkokoh
sektor perkebunan dalam Kkontribusinya
terhadap perekonomian nasional.

Data tersebut menunjukkan ma-
sih pentingnya peran perkebunan sebagai
penyedia peluang bekerja/berusaha bagi
masyarakat Indonesia, pemenuhan kebu-
tuhan konsumsi dan bahan baku industri
dalam negeri (termasuk energi terbarukan)
serta dalam perolehan nilai tambah melalui
peningkatan daya saing dan optimalisasi
pengelolaan sumber daya alam (Fadjar
dan lvanovic, 2002). Peranan sub sektor
perkebunan dalam penyediaan peluang
berusaha/ bekerja semakin penting, meng-
ingat jumlah penduduk Indonesia terus
bertambah sedangkan peluang berusaha/
bekerja yang diciptakan sub sektor lain
tidak berlangsung sangat pesat (Fadjar,
2009). Menurut data BPS (2015) menun-
jukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia
sudah mencapai 255,5 juta jiwa dan 20 ta-
hun kemudian (tahun 2035) akan menjadi
305,7 juta jiwa. Sampai dengan saat ini

dan 20 tahun ke depan hampir setengah
penduduk Indonesia masih tinggal di pede-
saan yang tentunya akan mengandalkan
perkebunan sebagai sumber pendapatan.

Dalam kegiatan usaha perkebu-
nan, sumber daya lahan merupakan salah
satu elemen kekuatan produksi (force of
production) yang penting karena di atas
lahan itulah kegiatan produksi komoditas
perkebunan sebagai penghasil “surplus”
dimulai (Fadjar, 2007).

Terkait dengan keberadaan sum-
ber daya lahan sebagai elemen “kekua-
tan produksi”, maka muncul berbagai pola
hubungan antara manusia dan sumber
daya lahan serta hubungan kelembagaan
di antara para pelaku usaha perkebunan
atau antara pelaku usaha perkebunan de-
ngan pihak lain agar mereka dapat me-
nguasai dan memanfaatkan sebidang
sumber daya lahan yang mereka perlukan.
Hubungan kelembagaan dimaksud oleh
Shanin (1990), Russel (1989), dan Wiradi
(1984) disebut “hubungan penguasaan la-
han”.

Pada sub sektor perkebunan, sum-
ber daya lahan yang secara teknis layak
untuk mengusahakan tanaman perkebu-
nan tertentu akan diperebutkan di antara
para pelaku usaha perkebunan. Statistik
Perkebunan Indonesia tahun 2015-2017
(Ditjenbun, 2016) menunjukkan bahwa
pada tahun 2015 luas sumber daya lahan
yang telah digunakan untuk mengusa-
hakan komoditas strategis unggulan na-
sional perkebunan mencapai 23,21 juta
hektar, dan 48,52% dari total areal tersebut
(11,26 juta hektar) digunakan untuk men-
jalankan usaha perkebunan kelapa sawit.

Dalam pola hubungan penguasaan
sumber daya lahan, negara dapat melaku-
kan peranan sebagai pengatur hubungan
antara manusia dengan tanah, manusia
dengan manusia (hubungan sosial/kelem-
bagaan agraria), tetapi dapat juga sebagai
pihak yang memiliki klaim penguasaan
tanah dengan nama “tanah negara”. Di
Indonesia, penguasaan tanah oleh nega-
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ra yang juga disebut Hak Menguasai dari
Negara (HMN) dilandasi oleh UUD 45 Pa-
sal 33 ayat (3) dan kemudian dituangkan
dalam UUPA Pasal 2 ayat (2). Hak negara
tersebut merupakan hak menguasai yang
sama dengan hak communes atau hak im-
perium. Sebenarnya, sebagaimana dike-
mukakan oleh Nasution (2000) hak me-
nguasai dari negara (HMN) mengandung
pengertian tentang perlunya peranan aktif
dari pemerintah dalam mengatur pengua-
saan dan penataan penggunaan lahan (ta-
nah) untuk mencapai tujuan nasional.

Struktur penguasaan lahan pada
usaha perkebunan, berbeda antar komodi-
tas perkebunan. Pada usaha kelapa sawit
danteh, penguasaan lahan didominasioleh
perkebunan besar, masing-masing 59,7%
dan 53,4%. Pada usaha kelapa sawit, pe-
nguasaan lahan oleh perusahaan swasta
jauh lebih dominan dari pada perusahaan
negara, yaitu masing-masing 53,1% dan
6,6%. Sejalan denganstruktur penguasaan
lahan tersebut, ketimpangan penguasaan
lahan tertinggi terjadi pada usaha kelapa
sawit berada pada kategori “ketimpangan
cukup tinggi”, dimana 40% pelaku usaha
kebun kelapa sawit hanya menguasai
15,7% total lahan yang digunakan untuk
usaha kelapa sawit. Bersamaan dengan
itu, luas pemilikan lahan setiap pekebun
umumnya masih jauh lebih kecil dari luas
lahan ideal yang diperlukan agar pekebun
mampu mengelola kebun secara intensif,
mampu membiayai peremajaan kebun,
dan mensejahterakan keluarganya.

Bila kondisi ketimpangan terus
tumbuh bersamaan dengan masih adanya
pengangguran dan kemiskinan di wilayah-
wilayah usaha perkebunan, maka kondisi
ini akan mendorong terjadinya konflik so-
sial.Kondisi ini bila dibiarkan sangat poten-
sial menimbulkan iklim usaha yang tidak
kondusif dan kemudian akan mengganggu
berlangsungnya usaha perkebunan secara
keseluruhan. Subsektor perkebunan ma-
sih perlu ditingkatkan perannya dalam pe-
nyediaan lapangan berusaha/bekerja dan

dalam mengatasi kemiskinan” mengingat
angkatan kerja di Indonesia terus mening-
kat sejalan pertumbuhan penduduk (1,4%/
tahun periode 2000-2014), pengangguran
masih terus terjadi karena pertumbuhan
angkatan kerja lebih kecil dari pada pelu-
ang bekerja/berusaha (tahun 2001 seba-
nyak 8 juta dan tahun 2013 sebanyak 7,3
juta), dan kemiskinan juga masih terjadi
di seluruh provinsi (tahun 2015 sebanyak
11,7% penduduk Indonesia masih miskin).
Penduduk miskin tersebut terjadi baik pada
kelompok penduduk yang tidak bekerja
sebesar 26% ataupun yang bekerja di sek-
tor pertanian sebesar 36% (termasuk yang
bekerja di sub sektor perkebunan) maupun
yang bekerja di sektor non pertanian sebe-
sar 38%.

Berkaitan dengan masih tingginya
permasalahan ketimpangan penguasaan
lahan pada usaha kelapa sawit maka tu-
juan dalam penelitian ini adalah menga-
nalisa perlu atau tidaknya dilakukannya
penetapan batas luas maksimum penggu-
naan lahan untuk usaha perkebunan kela-
pa sawit yang berlandaskan aspek efisien-
si dan berkeadilan, mengingat komoditas
tersebut merupakan unggulan strategis
nasional (Suprihartini, 2015).

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan kerangka
kerja yang terintegrasi (integrated frame-
work) melalui kombinasi antara System
Dynamics dan Analytic Network Process
(SDANP). Model SD-ANP ini dijalankan
terutama untuk mendapatkan persepsi
atau pendapat para pakar (expert) tentang
hal-hal berikut: 1) prioritas (perlu atau ti-
daknya) penetapan peraturan tentang ba-
tasan luas maksimum penggunaan lahan
untuk usaha perkebunan, 2) penyusunan
“asas” dan “kriteria” yang potensial men-
jadi pertimbangan utama para pakar dalam
penentuan batasan luas maksimum peng-
gunaan lahan untuk Usaha Perkebunan,
dan 3) seberapa besar masing-masing
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asas dan kriteria berperan dalam penen-
tuan batasan luas maksimum penggunaan
lahan untuk Usaha Perkebunan.

Kombinasi System dynamics dan
Analytic Network Process (ANP) menjadi
pilihan tepat sebagai bagian dalam peneli-
tian ini karena memiliki kemampuan dalam
mengatasi beragam kendala berikut: 1)
adanya variabel yang sulit untuk diukur
atau tidak dapat dikuantifikasikan (quan-
tificable); misalnya asas yang digunakan
dalam penyelenggaraan perkebunan; 2)
adanya nilai-nilai variabel bersifat subjek-
tif yang merupakan hasil penilaian secara
konsensus (consensus judgment) dan ; 3)
keterbatasan data sekunder maupun pri-
mer.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Dinamika Sitem dalam penentuan Kri-
teria dan Penerapan Asas dalam Penen-
tuan Besaran Luas Maksimum Penggu-
naan Lahan Usaha Perkebunan Sawit
Pengelolaan perkebunan sebagai-
mana sub sektor pertanian pada umum-
nya merupakan suatu sistem yang di
dalamnya terdapat kompleksitas yang
tinggi. Berdasarkan hasil serangkaian
diskusi yang melibatkan unsur pemerin-
tah/politisi, akademisi/peneliti, dan prak-
tisi (pelaku usaha), sistem yang kompleks
tersebut dibedakan ke dalam beberapa
aspek yaitu aspek teknis, ekonomi, sosi-
al, serta regulasi dan kebijakan. Keempat
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aspek tersebut secara simultan saling ber-
interaksi membangun sistem usaha perke-
bunan dari hulu sampai ke hilir.

Asas Dberkeadilan dan efisiensi
yang menjadi salah satu asas dalam pe-
nyelenggaraan usaha perkebunan dan
secara empiris memiliki peran yang ber-
hubungan dengan aspek sosial, ekonomi,
teknis, maupun dalam aspek regulasi dan
kebijakan. Penyelenggaraan perkebunan
apabila digambarkan secara umum dalam
suatu struktur yang saling berkaitan diba-
ngun oleh aspek sosial, ekonomi, teknis,
serta regulasi dan kebijakan. Asas efisien-
si pada prakteknya tidak berdiri sendiri,
ditentukan oleh aspek teknis, aspek eko-
nomi dan aspek sosial. Demikian halnya
dengan asas berkeadilan juga ditentukan
oleh aspek sosial, ekonomi, dan regulasi.

Asas efisiensi pada prakteknya ti-
dak berdiri sendiri, efisiensi dalam penye-
lenggaraan usaha perkebunan secara
langsung ditentukan oleh aspek teknis dan
aspek ekonomi, serta secara tidak lang-
sung ditentukan oleh aspek sosial serta
aspek regulasi dan kebijakan. Demikian
halnya dengan asas berkeadilan juga di-
tentukan secara langsung oleh aspek sosi-
al dan aspek teknis. Aspek sosial sebagai
penentu terciptanya asas berkeadilan tidak
bisa dipisahkan dari aspek teknis dan eko-
nomi. Agar lebih operasional, untuk meli-
hat bagaimana penetapan luas maksimum
penggunaan lahan pada usaha perkebu-
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Gambar 1.
Keterkaitan Antar Aspek dalam Penentuan Batasan Luas Maksimum Penggunaan
Lahan untuk Usaha Perkebunan
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nan oleh perusahaan perkebunan, keem-
pat aspek tersebut secara keseluruhan
dikelompokkan menjadi beberapa klaster
yang diturunkan ke dalam beberapa kri-
teria dan indikator. Rincian kriteria pada
setiap aspek adalah sebagai berikut:

a) Kriteria pada Aspek Teknis: produksi
kebun Perkebunan Besar Swasta, produk-
si Perkebunan Rakyat, potesi lahan perke-
bunan dan produksi pengolahan Perkebu-
nan Besar Swasta. b) Kriteria pada Aspek
Ekonomi: modal finansial, tenaga kerja,
pendapatan perusahaan, daya serap pas-
ar, skala ekonomis dan harga komoditas.
c) Kriteria pada Aspek Sosial: ketimpang-
an penguasaan lahan, konflik masyarakat
dengan perusahaan dan pola pengemba-
ngan usaha. d) Kriteria pada Aspek Regu-
lasi dan Kebijakan: fungsi tata ruang, pem-
batasan penguasaan dan penggunaan
lahan, persaingan usaha serta kepentin-
gan nasional.

Secara lebih spesifik, berbagai as-
pek dan kriteria yang disebutkan di atas
kemudian diterjemahkan ke dalam ber-
bagai indikator. Penetapan kriteria dan in-
dikator pembentuk kriteria tersebut dilaku-
kan dengan menggunakan diagram sebab
akibat (causal loop diagram) dimana ter-
dapat keterkaitan antar aspek dan kriteria
pembantuknya. Sebagian aspek dan krite-
ria yang saling terkait dalam struktur dia-
gram sebab akibat dibangun oleh berbagai
unsur yang sesuai dengan ketentuan yang
terdapat Undang-Undang Perkebunan No-
mor 39 Tahun 2014. Diagram sebab akibat
(causal loop diagram) digambarkan dengan
menggunakan alat analisis yang disebut
dengan sistem archetype, alat analisis ini
digunakan dalam rangka mengenali pola
tingkah laku sistem. Archetype dalam dia-
gram sebab akibat menggambarkan garis
cerita dengan tema tersendiri dan pola
tingkah laku yang khusus. Keterkaitan an-
tar unsur dari berbagai kriteria yang terdiri
dari aspek teknis, aspek ekonomi, aspek
sosial serta aspek regulasi dan kebijakan
digambarkan dalam sebuah struktur yang

di dalamnya dibangun oleh unsur-unsur
perkebunan sebagaimana disebutkan
dalam Undang-undang Perkebunan No-
mor 39 Tahun 2014.

Hubungan sebab akibat dalam
sistem archetype digambarkan dengan
menggunakan anak panah yang ujungnya
bertanda positif (+) atau negatif (-). Anak
panah bertanda positif mempunyai arti
bahwa sebab akan menambah akibat atau
sebab akan mempengaruhi akibat dalam
arah perubahan yang sama. Arah peruba-
han yang sama berarti bahwa jika sebab
meningkat (atau menurun), pengaruhnya
terhadap akibat akan menyebabkan akibat
yang meningkat (atau menurun). Sedang-
kan anak panah bertanda negatif mempu-
nyai arti bahwa sebab akan mengurangi
akibat atau sebab mempengaruhi akibat
dalam arah perubahan yang berlawanan.
Arah perubahan yang berawanan berarti
bahwa jika sebab meningkat (atau menu-
run), pengaruhnya terhadap akibat akan
sebaliknya vyaitu menyebabkan akibat
yang menurun (atau meningkat). Lingkar
sebab-akibat positif akan menghasilkan
suatu perilaku pertumbuhan (growth) atau
penurunan (peluruhan). Lingkar sebab
akibat positif (Reinforcing) yang ditulis de-
ngan notasi “R”. Sedangkan lingkar sebab-
akibat negatif akan menghasilkan suatu
perilaku pencapaian tujuan (goal seeking).
Lingkar sebab akibat negatif merupakan
suatu proses penyeimbangan (Balancing
process) yang ditulis dengan notasi "B”.

Asas berkeadilan dan asas efisiensi
dalam penentuan batas maksimal luas la-
han adalah dua konsep yang pada praktek
usaha perkebunan saling berinteraksi satu
sama lain antara kriteria dan indikator dari
aspek teknis, aspek ekonomi, aspek sosial
dan aspek kebijakan. Indikator dan kriteria
yang diperoleh dari hasil diskusi kelompok
terfokus para pakar di bidang perkebunan
kemudian digabungkan dalam suatu struk-
tur diagram sebab akibat (Causal Loop
Diagram/CLD) menggunakan pendekatan
sistem archetype. Causal Loop Diagram
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Penentuan Batas Luas Maksimum Peng-
gunaan Lahan pada Usaha Perkebunan).
Adapun saling keterkaitan antar aspek dan
kriteria di dalam masing-masing aspek
maupun keterkaitan antar kriteria dengan
aspek lainnya dapat dilihat pada Gambar
1.

Perkebunan Besar Swasta (PBS)
akan mencapai skala yang ekonomis apa-
bila biaya produksi dapat ditekan pada
tingkat yang rendah untuk setiap satuan
produk yang dihasilkan. Perusahaan de-
ngan skala ekonomis yang baik akan
menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi.
Perusahaan perkebunan yang efisien
akan menerima pendapatan yang tinggi
karena biaya yang dikeluarkan untuk satu-
an produksi berada pada titik optimal. Hal
ini disebabkan oleh modal finansial yang
digunakan perusahaan untuk investasi
teknologi dan pemenuhan biaya produksi
mampu meningkatkan produktivitas peru-
sahaan, terutama pada usaha budidaya.

Bagi perusahaan swasta skala
besar (PBS), tingginya investasi teknolo-
gi dan besarnya biaya sarana produksi
dapat dijangkau dengan mudah disebab-
kan oleh besarnya modal finansial sebagai
akibat dari proses usaha yang efisien baik
dari usaha budidaya perkebunan maupun
pengolahan. Siklus ini terus berputar mem-
bentuk suatu umpan balik (feedback) posi-
tif (loop R1 pada Gambar 1) yang menim-
bulkan pertumbuhan dalam usaha PBS.

Pertumbuhan usaha yang tinggi
pada PBS tidak dapat diimbangi oleh PR
atau pekebun yang proses pertumbu-
hannya relatif lebih lambat dibandingkan
dengan PBS. Hal ini diperlihatkan dengan
penguasaan lahan usaha budidaya perke-
bunan kelapa sawit miliki PBS yang terus
bertambah secara progresif pada satu da-
sawasa terakhir (Pakpahan, 2016). Kondi-
si ini menimbulkan ketimpangan yang se-
makin melebar antara PBS dengan PR.
Persaingan antara PBS dan PR dilihat dari
besarnya kesenjangan penguasaan lahan
menimbulkan persaingan usaha yang tidak
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sehat dan mengikis asas berkeadilan yang
seharusnya menjadi acuan dalam penye-
lenggaraan usaha perkebunan (UU Nomor
39 tahun 2014 tentang Perkebunan). Mun-
culnya berbagai konflik di sekitar lingkung-
an perusahaan besar swasta (khususnya
kelapa sawit) disebabkan oleh persaingan
usaha yang tidak sehat yang berawal dari
tingginya tingkat ketimpangan antara peru-
sahaan besar swasta dengan perkebunan
rakyat di sekitarnya (Pakpahan, 2000).
Walau kecil, namun dampak dari konflik di
lingkungan perkebunan cukup menggang-
gu jalannya operasional perkebunan, dan
apabila dibiarkan dalam beberapa kasus
dapat berkembang menjadi skala yang be-
sar (loop R2 pada Gambar 2).

Pemerintah sebagai regulator se-
benarnya telah berupaya untuk mengu-
rangi dampak dan mecegah terjadinya
ketimpangan yang berlebihan antara
Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan
Perkebunan Rakyat (PR) melalui regulasi
kewajiban menjalin kemitraan dan kewa-
jiban memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar yang harus dilakukan
oleh setiap perusahaan besar terhadap
perkebunan rakyat. Hal ini bertujuan untuk
meredam konflik antara masyarakat lokal
(PR) dengan PBS (loop R3 pada Gambar
1). Namun demikian implementasi dari
regulasi tersebut kurang berjalan dengan
baik disebabkan oleh kompleksitas yang
tinggi dalam penyelenggaraan perkebunan
termasuk pengawasan dan pengelolaan di
dalamnya.

Dilihat dari kacamata sistem arche-
type, asas berkeadilan (loop R2 dan R3)
dan asas efisiensi (loop R1) pada dasarnya
dapat berjalan bersamaan dalam prak-
tek penyelenggaraan usaha perkebunan.
Semakin efisiensi suatu persahaan besar
swasta maka pendapatannya akan terus
bertambah. Artinya dari sisi kewajiban ter-
hadap lingkungan masyarakat (termasuk
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dan kemitraan) akan bertambah
banyak, sehingga dapat mengurangi kon-
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Penetapan Batas Luas

flik dan ketimpangan antara Perkebunan
Besar Swasta (PBS) dengan para peke-
bun atau Perkebunan Rakyat (PR). Se-
cara konseptual terjadi transfer nilai dari
PBS kepada PR melalui kewajiban mem-
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dan kemitraan antara PBS dengan
PR. Peningkatan kapasitas PR dapat di-
fasilitasi oleh PBS dalam hal perluasan
kebun PR maupun peningkatan produkti-
vitas agar produksi PR dapat meningkat
dan mencapai efisiensi yang layak secara
ekonomi.

Pembatasan luas maksimum peng-
gunaan lahan usaha perkebunan dalam
hal ini bertujuan untuk mengurangi ke-
timpangan yang mungkin terjadi antara
PBS dengan PR agar tidak terlalu lebar.
Pemerataan kesempatan berusaha di
sektor perkebunan perlu dikembangkan
ke arah peningkatan daya saing produk
perkebunan. Penetapan batas maksimum
luas penggunaan lahan usaha perkebunan
bagi perkebunan besar swasta merupakan
salah satu instrumen regulasi yang ber-
dasarkan kepada asas berkeadilan. Walau
demikian, diharapkan pertimbangan asas
berkeadilan tersebut tetap memperhatikan
asas efisiensi guna menghindari terjadinya
involusi yang merupakan disinsentif bagi
usaha sektor perkebunan.

Merujuk kepada causal loop dia-
gram di atas, dapat diidentifikasi bahwa
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penentuan batas luas maksimum peng-
gunaan lahan pada usaha perkebunan
harus memperhatikan asas berkeadilan,
asas efisiensi serta regulasi dan kebi-
jakan. Penerapan asas berkeadilan dalam
penyelenggaraan usaha perkebunan lebih
kompleks dibandingkan dengan penera-
pan asas efisiensi (lihat Gambar 3). Asas
berkeadilan dibangun oleh aspek sosial,
aspek teknis dan aspek ekonomi, sedang-
kan asas efisiensi lebih banyak ditentukan
oleh aspek ekonomi. Asas berkeadilan
dalam usaha perkebunan yang menjadi
penentu batas luas maksimal pengua-
saan lahan dibentuk oleh aspek sosial,
aspek teknis, aspek ekonomi serta aspek
regulasi dan kebijakan. Aspek sosial yang
membentuk asas berkeadilan di antara-
nya: fasilitasi dan kemitraan antara Perke-
bunan Rakyat (PR) dan Perkebunan Besar
Swasta (PBS). Aspek regulasi dan kebi-
jakan yang membentuk asas berkeadilan
adalah persaingan usaha tidak sehat yang
bersumber dari ketimpangan penguasaan
dan penggunaan lahan antara PR dan
PBS. Penguasaan dan penggunaan la-
han merupakan salah satu indikator yang
digunakan sebagai penentu penggunaan
sarana produksi dalam aspek teknis usaha
perkebunan. Selanjutnya aspek ekonomi
yang membentuk asas berkeadilan adalah
pendapatan PR vyang ditentukan oleh
produksi kebun PR.

Fasilitasi dan Kemitraan PR-PBS

Pendapatan PR

Persaingan Usaha Tidak Sehat
Modal Finansial

Skala Ekonomis

Kepentingan Nasional

Berkeadilan

> Efisiensi

Fungsi Tata Ruang

Batas Maksimum
Penggunaan

Gambar 3.
Causal Tree Diagram Penentuan Batas Maksimum Penggunaan Lahan untuk
Usaha Perkebunan
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Penetapan Batas Luas

Berbeda dengan asas berkeadi-
lan, asas efisiensi dalam usaha perkebu-
nan yang menjadi penentu batas maksi-
mal kepemilikan dan penguasaan lahan
lebih dominan dibentuk oleh aspek eko-
nomi seperti modal finansial perusahaan
dan skala ekonomis. Komponen manaje-
men perusahaan perkebunan memegang
peranan penting dalam menjalankan asas
efisiensi ini. Pengelolaan aspek teknis
perkebunan yang baik akan meningkatkan
skala ekonomis dan efisiensi perusahaan
perkebunan, baik perusahaan yang ter-
integrasi budidaya dan pengolahan mau-
pun hanya budidaya saja.

Struktur yang terdapat dalam dia-
gram sebab akibat (causal loop diagram)
merupakan dasar bagi tahap berikutnya
untuk menentukan berapa batas luas
maksimal penggunaan lahan untuk sek-
tor perkebunan. Struktur model penentuan
luas maksimum lahan untuk usaha perke-
bunan dibangun dengan menggunakan
struktur model ANP yang merujuk kepada
struktur diagram sebab akibat (causal loop
diagram) menggunakan pendekatan cara
berpikir sistem (system thinking). Peru-
musan struktur model ANP ini merupakan
hasil kesepakatan yang dibangun antara
pemerintah, praktisi, dan akademisi di sek-
tor perkebunan yang dilakukan melalui se-
rangkaian diskusi terfokus (FGD), melalui
pengembangan isu, pengembangan as-
pek-kriteria-indikator, dan pengembangan
metodologi untuk menentukan batasan
luas maksimum penggunaan lahan pada
usaha ijin perkebunan, baik pada ijin usa-
ha perkebunan terintegrasi maupun budi-
daya.

Selanjutnya, dapat diidentifikasi be-
berapa klaster yang akan digunakan dalam
penentuan batasan luas maksimum peng-
gunaan lahan pada izin usaha perkebunan.
Klaster tersebut dikategorikan menjadi ak-
tor, asas, aspek, kriteria dan alternatif un-
tuk penentuan besaran luas maksimum
penggunaan lahan untuk usaha perkebu-
nan di Indonesia (lihat Gambar 4).
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Aspek dan Kriteria dalam Penyelengga-
raan Usaha Perkebunan

Pengolahan untuk komoditas ke-
lapa sawit bahan bakunya harus segera
diolah sejak awal setelah dilakukan
pemanenan, keberadaan industri pengo-
lahan di sekitar lahan perkebunan sangat
diperlukan untuk menjaga kualitas produk
pengolahan, sehingga jarak antara kebun
produksi dengan industri pengolahan di-
usahakan dapat dijangkau dalam waktu
yang singkat. Karakteristik yang spesifik
tersebut menentukan perbedaan kriteria
dan indikator dari setiap komoditas dimak-
sud (Lay dan Pasang, 2012).

Secara rinci indikator setiap kriteria
komoditas perkebunan kelapa sawit dapat
dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Aspek, in-
dikator dan kriteria yang tercantum dalam
tabel merupakan hasil pembahasan dis-
kusi Tim Ahli yang melibatkan para pelaku
usaha perkebunan (praktisi), pemangku
kebijakan (pemerintah) dan akademisi
(peneliti dan perguruan tinggi).
Penerapan Asas Efisiensi dalam Penye-
lenggaraan Usaha Perkebunan

Efisiensi dalam penyelenggaraan
perkebunan diartikan sebagai pengelolaan
sumber daya perkebunan secara tepat
guna untuk memperoleh manfaat sebesar-
besarnya. Berdasarkan hasil dari FGD
para ahli perkebunan yang digambarkan
dalam causal loop diagram, asas efisiensi
dibentuk oleh penggunaan modal finansial
dan skala ekonomis. Skala ekonomis pada
perusahaan perkebunan yang terintegrasi
antara budidaya dan industri pengolahan
ditentukan oleh perbandingan antara biaya
yang dikeluarkan dengan jumlah keluaran
(output) produksi perkebunan dan industri
pengolahannya (lihat Gambar 5). Selain
skala ekonomis, efisiensi suatu perusahaan
perkebunan juga ditentukan oleh modal
finansial yang berasal dari pendapatan
perusahaan. Semakin kecil modal finan-
sial yang diperlukan untuk mencapai skala
ekonomi yang optimal, akan meningkatkan
tingkat efisiensi perusahaan perkebunan.
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Tabel 1.

pada komoditas perkebunan kelapa sawit

Aspek Kriteria Indikator

Produksi kebun PBS Produktivitas kebun PBS, sarana produksi kebun PBS, teknologi
budidaya kebun PBS

Produksi Kebun PR Produktivitas kebun PR, sarana produksi kebun PR, teknologi
budidaya kebun PR

Teknis Potensi Lahan Ketersediaan lahan perkebunan sesuai RUTR, agroklimat dan

Perkebunan kondisi geografis

Produksi Pengolahan Kapasitas produksi pengolahan PBS (kapasitas pabrik),

PBS pemenuhan bahan baku pengolahan PBS, teknologi pengolahan
PBS, jenis tanaman

Modal Finansial Aliran finansial yang digunakan untuk investasi

Tenaga kerja Jumlah, keterampilan dan manajemen tenaga kerja

Pendapatan Total penerimaan yang diperoleh perusahaan

perusahaan

Ekonomi Daya serap pasar Pertumbuhan permintaan pasar domestik dan internasional

Skala ekonomis Luas areal kebun yang membuat perusahan menjadi satuan
usaha paling berdayaguna sehingga dapat menghasilkan output
secara berkelanjutan

Harga Fluktuasi harga domestik dan internasional

Ketimpangan Pangsa luas lahan PBS, pangsa luas lahan PR, batas maksimal

penguasaan lahan luas lahan PBS, yang penentuannya mempertimbangkan
kepadatan penduduk

Konflik masyarakat Konflik yang menyebabkan gangguan usaha perkebunan seperti

Sosial dengan perusahaan pendudukan lahan, pengrusakan kebun, pencurian hasil

Pola pengembangan
usaha

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kemitraan
dengan masyarakat sekitar; pekebun dan karyawan (penyediaan
sarana produksi usahatani, proses produksi, pengolahan,
pemasaran, pemilikan saham, jasa pendukung lain)

Regulasi dan
Kebijakan

Fungsi Tata ruang

Pengusahaan perkebunan dilakukan pada kawasan yang sesuai
dengan klasifikasi penataan ruang (kawasan budidaya)

Pembatasan
penguasaan dan
penggunaan lahan

Pembatasan penguasaan dan penggunaan lahan tidak
melampaui batas, monopoli swasta harus dicegah

Persaingan Usaha

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
(monopoli, penguasaan produksi dan pasar,
persekongkolan/konspirasi usaha)

Kepentingan Nasional

Swasembada/Daya Saing

Modal finansial yang diperoleh dari
pendapatan perusahaan dan skala eko-
nomis yang diperoleh dari biaya produksi
perusahaan dan hasil produksinya, meru-
pakan kriteria dan indikator dalam asas
efisiensi yang keduanya dikatagorikan ke
dalam aspek ekonomi dan aspek teknis.

Aspek ekonomi (skala ekonomis) dalam
pelaksanaan asas efisiensi ditentukan
oleh aspek teknis (produksi kebun dan
pengolahan) dan aspek ekonomi (biaya
produksi) apakah suatu perusahaan perke-
bunan dapat dikatakan efisien atau tidak.

Pendapatan Perusahaan fodal Finansial

Eiava Produksi Perusahaan

Produlksi Kebun E;BS kala Ekonomis
Produlsi Pengelahan PES

~Efisiensi

Gambar 5.
Causal Tree Diagram Pelaksanaan Asas Efisiensi Perusahaan Perkebunan Besar
Swasta
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Penetapan Batas Luas

Penerapan Asas Berkeadilan dalam Pe-
nyelenggaraan Usaha Perkebunan

Penerapan asas berkeadilan dalam
penyelenggaraan usaha perkebunan lebih
kompleks dibandingkan dengan penerapan
asas efisiensi. Penerapan asas berkeadi-
lan ditentukan tidak hanya oleh aspek
ekonomi (pendapatan pekebun rakyat dan
kesejahteraan masyarakat) dan aspek tek-
nis (produksi kebun PBS) saja, tetapi juga
terdapat aspek sosial yang cukup dominan
(lihat Gambar 6).

Aspek sosial dalam asas berkeadi-
lan ditentukan oleh fasilitasi pembangunan
kebun masyarakat sekitar dan kemitraan
antara PR dan PBS, dan persaiangan
usaha. Fasilitasi dan kemitraan PR-PBS
merupakan aspek sosial yang dibentuk
oleh aspek teknis (produksi kebun PBS)
dan aspek ekonomi (pendapatan perusa-
haan). Semakin tinggi pendapatan peru-
sahaan dan produksi kebun PBS, maka
tanggung jawab perusahaan besar swasta
dalam kegiatan fasilitasi dan kemitraan
dengan masyarakat semakin besar pula.
Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab
sosial PBS terhadap masyarakat sekitar
dan pekebun rakat (PR) dalam bentuk
fasilitasi dan kemitraan merupakan bentuk
pelaksanaan asas berkeadilan dalam pe-
nyelenggaraan usaha perkebunan.

Ketimpangan penggunaan dan
penguasaan lahan antara PBS dengan
PBR dalam jarak kesenjangan yang tinggi
menimbulkan persaingan usaha yang ti-
dak sehat. Ketimpangan distribusi penggu-
naan dan penguasaan lahan perkebunan
yang tinggi berpotensi menimbulkan kon-
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flik sosial yang lebih besar antara perusa-
haan dengan masyarakat sekitar perkebu-
nan. Diperlukan suatu pengelolaan yang
baik terkait dengan aspek ekonomi, aspek
teknis dan aspek sosial agar tidak terjadi
konflik antara masyarakat, pekebun rakyat
dan perusahaan besar swasta. Penge-
lolaan aspek-aspek tersebut diterjemah-
kan dalam bentuk regulasi dan kebijakan,
salah satunya adalah pembatasan peng-
gunaan lahan usaha perkebunan. Lara-
ngan terhadap penguasaan sumber daya
ekonomi secara berlebihan pada sub sek-
tor perkebunan seperti penggunaan lahan
perkebunan tertuang dalam peraturan dan
perundangan yang sudah berlaku saat ini
di Indonesia seperti Undang-Undang RI
Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan
Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang
RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perke-
bunan dan Undang-Undang RI Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Se-
hat. Namun demikian, pelaksanaan asas
berkeadilan dalam penyelenggaraan usa-
ha perkebunan tidak dapat berjalan sen-
diri. Sebagai pelaku sektor riil, perusahaan
besar swasta dan perkebunan rakyat perlu
memperhatikan asas efisiensi. Pelaku usa-
ha yang menjalannkan usahanya secara
efisien akan memiliki kemampuan yang
tinggi untuk menciptakan nilai tambah
secara ekonomi dalam usahanya. Upaya
penciptaan dan peningkatan nilai tambah
merupakan instrumen penting bagi pencip-
taan dan peningkatan pendapatan pelaku
usaha, baik bagi perusahaan besar swasta
(PBS) maupun perkebunan rakyat (PR).

Pendapatan Perusahaan

FEashitas dan Kemitraan P

Produks=i Kebun PES
Produlesi Kebun PRoa

Rerke:
PR

Ketimpangan Penguasaan dan Pengrunaan Lahaniak

Gambar 6.
Causal Tree Diagram Pelaksanaan Asas Berkeadilan pada Perusahaan Perkebu-
nan Besar Swasta
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2) Analisis Analytical Network Process
(ANP) untuk Penentuan Besaran Luas
Maksimum Penggunaan Lahan pada
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Asas yang Berpengaruh terhadap Pene-
tapan Luas Maksimum Penggunaan La-
han Usaha Kelapa Sawit

Asas yang berpengaruh terha-
dap penetapan batas luas maksimum
penggunaan lahan pada usaha perkebu-
nan kelapa sawit di Indonesia terdiri dari
berkeadilan dan efisiensi. Berdasarkan
hasil perhitungan ANP pada Gambar 7.
menunjukkan bahwa asas yang menjadi
prioritas pada komoditas kelapa sawit
adalah berkeadilan yang mencapai 57,145
persen. Dalam hal ini, para pakar setuju
bahwa asas berkeadilan merupakan asas
yang paling berpengaruh terhadap peneta-
pan batas luas maksimum penggunaan la-
han pada usaha perkebunan kelapa sawit
di Indonesia. Hal ini tercermin dari nilai
Kendall’s Statistics atau rater agreement
sebesar 0,7391.

Berkeadilan Efiziensi

Gambar 7.

Asas Penyelenggaraan Perkebunan
yang Berpengaruh terhadap Batas
Luas Maksimum Lahan Usaha Kelapa
Sawit.
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Aspek Ekonomi yang Berpengaruh ter-
hadap Penetapan Batas Luas Maksi-
mum Penggunaan Lahan pada Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit

Gambar 8 menunjukkan bahwa
aspek ekonomi yang berpengaruh ter-
hadap penetapan batas maksimum luas
penggunaan lahan pada usaha perkebu-
nan kelapa sawit di Indonesia terdiri dari
daya serap pasar, harga, modal finansial,
pendapatan perusahaan, skala ekonomis
dan tenaga kerja. Berdasarkan hasil per-
hitungan ANP maka diperoleh bahwa as-
pek ekonomi yang menjadi prioritas para
pakar adalah skala ekonomis yang men-
capai 25,055 persen dengan nilai Kendall’s
Statistics atau rater agreement sebesar
0,8993. Dalam hal ini, para pakar setuju
atau sesuai bahwa skala ekonomis meru-
pakan aspek ekonomi yang sangat ber-
pengaruh terhadap penetapan batas luas
maksimum penggunaan lahan pada usaha
perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

O,1E081

0.18915

008457

Gambar 8.
Aspek Ekonomi yang Berpengaruh
terhadap Batas Luas Maksimum Lahan
Usaha Kelapa Sawit.
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Aspek Sosial yang Berpengaruh terha-
dap Penetapan Batas Luas Maksimum
Penggunaan Lahan pada Usaha Perke-
bunan Kelapa Sawit

Aspek sosial yang berpengaruh
terhadap penetapan batas luas maksimum
penggunaan lahan pada usaha perkebu-
nan kelapa sawit di Indonesia terdiri dari
ketimpangan penguasaan dan penggu-
naan lahan, konflik masyarakat dan peru-
sahaan serta pola pengembangan usaha.
Berdasarkan hasil perhitungan ANP bah-
wa aspek sosial yang menjadi prioritas
para pakar adalah ketimpangan pengua-
saan dan penggunaan lahan (37,077 per-
sen) dengan nilai Kendall’s Statistics atau
rater agreement sebesar 0,8777. Dalam
hal ini, para pakar setuju bahwa ketimpa-
ngan penguasaan dan penggunaan lahan
merupakan aspek sosial yang paling ber-
pengaruh terhadap penetapan batas luas
maksimum penggunaan lahan pada usaha
perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Un-
tuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gam-
bar 9. di bawah ini.

Gambar 9.
Aspek Sosial yang Berpengaruh ter-
hadap Batas Luas Maksimum Lahan
Usaha Kelapa Sawit.
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Aspek Regulasi dan Kebijakan yang
Berpengaruh terhadap Penetapan Ba-
tas Luas Maksimum Penggunaan Lahan
pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Aspek regulasi dan kebijakan
yang berpengaruh terhadap penetapan
batas luas maksimum penggunaan lahan
pada usaha perkebunan kelapa sawit di
Indonesia terdiri dari fungsi tata ruang, ke-
pentingan nasional, pembatasan kepemi-
likan dan penguasaan lahan dan persaing-
an usaha tidak sehat. Berdasarkan hasil
perhitungan ANP menunjukkan bahwa
aspek regulasi dan kebijakan yang men-
jadi prioritas pakar adalah pembatasan
kepemilikan dan penguasaan lahan sebe-
sar 35,759 persen. Selan itu, para pakar
setuju bahwa pembatasan kepemilikan
dan penguasaan lahan merupakan aspek
regulasi dan kebijakan yang paling ber-
pengaruh terhadap penetapan batas luas
maksimum penggunaan lahan pada usa-
ha perkebunan kelapa sawit di Indonesia
dengan nilai Kendall’s Statistics atau rater
agreement sebesar 0,8684. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Gambar 10. di
bawah ini.

0,35759

0,25159
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Fungs Tata Kepentingan Pembatazan Percaingan
Fuang Hacional Kepemilican Uszaha Tidale
dan Sehat
Penguamaan
Lahan

Gambar 10.
Aspek Regulasi dan Kebijakan yang
Berpengaruh terhadap Batas Luas
Maksimum Lahan Usaha Kelapa Sawit.
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Aspek Teknis yang Berpengaruh terha-
dap Penetapan Batas Luas Maksimum
Penggunaan Lahan pada Usaha Perke-
bunan Kelapa Sawit

Pada Gambar 11 menunjukkan
bahwa aspek teknis yang berpengaruh ter-
hadap penetapan batas luas maksimum
penggunaan lahan pada usaha perkebu-
nan kelapa sawit di Indonesia terdiri dari
potensi lahan perkebunan, produksi kebun
PBS, produksi kebun PR dan produksi
pengolahan PBS. Berdasarkan hasil per-
hitungan ANP menunjukkan bahwa as-
pek teknis yang menjadi prioritas para
pakar adalah produksi kebun PR (27,092
persen). Sementara itu, para pakar setuju
bahwa produksi kebun PR merupakan as-
pek teknis yang paling berpengaruh ter-
hadap penetapan batas luas maksimum
penggunaan lahan pada usaha perkebu-
nan kelapa sawit di Indonesia dengan nilai
Kendall’s Statistics atau rater agreement
sebesar 0,8822.

Kendall’s Statisticse = 00,8822

027082

Produlesi Produlesi
Kebun FEE Kebun FE

Gambar 11.
Aspek Teknis yang Berpengaruh ter-
hadap Batas Luas Maksimum Lahan
Usaha Kelapa Sawit.
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Alternatif Kebijakan yang Berpengaruh
terhadap Penetapan Batas Luas Maksi-
mum Penggunaan Lahan pada Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit

Pada Gambar 12. menunjukkan
bahwa alternatif kebijakan yang berpen-
garuh terhadap penetapan batas luas
maksimum penggunaan lahan pada usaha
perkebunan kelapa sawit di Indonesia ter-
diri dari kebijakan perlunya dibatasi dan
tidak perlu dibatasi. Berdasarkan hasil
perhitungan ANP bahwa alternatif kebi-
jakan yang menjadi prioritas berdasarkan
persepsi pakar adalah perlunya dibatasi
luas penggunaan lahan pada usaha perke-
bunan kelapa sawit di Indonesia sebesar
67,275 persen. Sementara itu, para pakar
setuju atau sesuai bahwa adanya pem-
batasan pada batas luas maksimum peng-
gunaan lahan pada usaha perkebunan
kelapa sawit di Indonesia merupakan al-
ternatif kebijakan yang paling berpengaruh
dibandingkan tidak perlu dibatasi dengan
nilai Kendall’s Statistics atau rater agree-
ment yang sangat tinggi yaitu mencapai
0,9781.

Kandall’s Statictice = 0,9781
067275

Tidalc Perlu Dibataci Perlu Dibataci

Gambar 12.
Alternatif Kebijakan yang Berpengaruh
terhadap Batas Luas Maksimum Lahan
Usaha Kelapa Sawit.
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KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan ber-
bagai kesimpulan. Pertama, berdasarkan
hasil pendekatan dinamika sistem dapat
diidentifikasi bahwa penentuan batas luas
maksimum penggunaan lahan pada usaha
perkebunan kelapa sawit harus memper-
hatikan asas berkeadilan, asas efisiensi
serta regulasi dan kebijakan. Penerapan
asas berkeadilan dalam penyelenggaraan
usaha perkebunan lebih kompleks diband-
ingkan dengan penerapan asas efisiensi.
Asas berkeadilan dibangun oleh aspek
sosial, aspek teknis dan aspek ekonomi,
sedangkan asas efisiensi lebih banyak
ditentukan oleh aspek ekonomi. Asas
berkeadilan dalam wusaha perkebunan
yang menjadi penentu batas luas maksi-
mal penguasaan lahan dibentuk oleh as-
pek sosial, aspek teknis, aspek ekonomi
serta aspek regulasi dan kebijakan. Aspek
sosial yang membentuk asas berkeadilan
di antaranya: fasilitasi dan kemitraan an-
tara Perkebunan Rakyat (PR) dan Perke-
bunan Besar Swasta (PBS). Aspek regu-
lasi dan kebijakan yang membentuk asas
berkeadilan adalah persaingan usaha ti-
dak sehat yang bersumber dari ketimpa-
ngan penguasaan dan penggunaan lahan
antara PR dan PBS. Penguasaan dan
penggunaan lahan merupakan salah satu
indikator yang digunakan sebagai penen-
tu penggunaan sarana produksi dalam
aspek teknis usaha perkebunan. Selan-
jutnya aspek ekonomi yang membentuk
asas berkeadilan adalah pendapatan PR
yang ditentukan oleh produksi kebun PR.
Berbeda dengan asas berkeadilan, asas
efisiensi dalam usaha perkebunan yang
menjadi penentu batas maksimal kepemi-
likan dan penguasaan lahan lebih domi-
nan dibentuk oleh aspek ekonomi seper-
ti modal finansial perusahaan dan skala
ekonomis. Komponen manajemen peru-
sahaan perkebunan memegang peranan
penting dalam menjalankan asas efisiensi
ini. Pengelolaan aspek teknis perkebunan
yang baik akan meningkatkan skala eko-
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nomis dan efisiensi perusahaan perkebu-
nan, baik perusahaan yang terintegrasi
budidaya dan pengolahan maupun hanya
budidaya saja. Kedua, alternatif kebijakan
yang menjadi prioritas berdasarkan per-
sepsi pakar adalah perlunya dibatasi luas
penggunaan lahan. Sementara itu, para
pakar setuju atau sesuai bahwa adanya
pembatasan pada batas luas maksimum
penggunaan lahan pada usaha perkebu-
nan kelapa sawit di Indonesia merupakan
alternatif kebijakan yang paling berpenga-
ruh dibandingkan tidak perlu dibatasi.
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